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Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021

ini disusun untuk memenuhi amanah
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya
yang berdasarkan suatu perencanaan
strategis yang telah ditetapkan.
Pertanggungjawaban yang dimaksud
disusun dalam bentuk laporan yang
disampaikan kepada atasan masing-
masing, lembaga-lembaga pengawasan
dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Presiden selaku
kepala pemerintahan
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Pengadilan Agama Bontang
sebagai bagian dari unsur penyelenggara
pemerintahan negara dalam pelaksanaan
juga mempunyai  kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk
pertanggungjawaban akuntabilitas
kinerjanya. Apalagi Pengadilan Agama
Bontang juga menggunakan dana APBN
dalam menjalankan togas pokok dan
fungsinya sudah selayaknya
mempertanggungjawabkan akuntabilitas
kinerjanya dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya tersebut dengan
transparan dan  akuntabel.  Wujud
pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja
tersebut adalah membuat dan
menyampaikan Laporan  Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah  (LK|IP)
berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan
Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021

Bontang ini

Akuntabilitas  Kinerja

Pengadilan Agama
menggambarkan tentang jati diri sebagai
sebuah instansi pemerintahan yang dalam
hal ini sebagai lembaga peradilan yang
mempunyai kedudukan, tugas pokok dan

fungsinya yang kuat dalam sistem

ketatanegaraan, dengan segala cita-cita
besar dan mulia yang tertuang dalam visi
dan misi serta mewujudkannya dalam
bentuk rencana strategis yang sinergi
dengan Rencana Pembangunan Jangka
2020-2024.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) tahun 2021 Pengadilan Agama
Bontang ini juga menguraikan tentang

Menengah Laporan

capaian kinerja yang telah dicapai selama
tahun 2020 sampai dengan tahun 2021
berdasarkan Rencana Strategis, Indikator
Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan
dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Kami menyadari bahwa
penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan
Agama Bontang Tahun 2021 ini
diibaratkan pepatah “tak ada gading yang
tak retak”. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini kami sangat
mengharapkan saran dan pendapat yang
bersifat konstruktif sehingga Laporan
Kinerja Pengadilan Agama Bontang ini
dapat memberikan informasi yang sangat
bermanfaat bagi organisasi sebagai bentuk
pertanggungjawaban Pengadilan Agama
Bontang kepada publik dalam rangka
mewujudkan Pengadilan Agama Bontang

yang Agung.

Bontang, 28 Januari 2022




Lingkasamlcekutif .







¢ »

l ]
; Dalam ra mewujudkan visi Pengadilan Agama Bontang, ‘aitu
Terwuj pnyaf Pengadilan Agama Bontang yang Agung, maka dalam

ditetapkanlah dua tujuan Pengadilan Agama Bontang dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya yaitu :

e Terwujudnya kepercayaan

PERTAMA

publik atas layanan peradilan

Dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

KEDUA * Terwujudnya dukungan

pelaksanaan tugas pengadilan

Dengan indikator kinerja dukungan sebagai berikut:

' Laporan Akuntebilites Kinerja Intensi Pemerintsh
Pengadilan Agama Bontang 2021 ,
—

—



Meningkatkan profesionalisme dan kualitas
sumber daya manusia.

Penguatan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatu
peradilan.

. Kedua programyang telah ditetapkan tersebut

dilaksanakan dalamkoridor sebuah system yaitu

SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan
efisiens penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya
berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk
menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi
dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja tahun 2021 merupakan laporan tahun berawalnya
pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 yang mengukur dan mengevaluasi sejauh
mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 17 (tujuh
belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
Pengadilan Agama Bontang 2021 }
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Tabel.1

Capaian Kinerja Utama Tahun 2021

Terwujudnya Proses Peradilan yang Persentase sisa perkara perdata agama yang

Pasti, transparan dan Akuntabel

diselesaikan

Persentase perkara perdata agama yang
diselesaikan tepat waktu

Persentase putusan perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan
peninjauan kembali

Indeks responden kepuasan pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis | adalah 101,27%

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Persentase salinan putusan perkara perdata
yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi

Persentase berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
setelah perkara diputus

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis Il adalah 76,25

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan

Persentase perkara permohonan (voluntair)
identitas hukum

Persentase pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan bantuan hukum
(Posbakum)

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis Il adalah 100%

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 2000%

100%

102,6%

101,7%

100,79%

125%

80%

100%

0%

100%
100%
100%

100%

2000%

Capaian kinerja Pengadilan Agama
Bontang secara keseluruhan pada
tahun 2021 menunjukkan kinerja
yang positif. Hal ini dibuktikan
dengan semakin meningkatnya
rata-rata nilai capaian seluruh

saSaran strategis

11
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\‘ Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
A. LATAR BELAKANG _ _
Pemerintah (LKjIP) adalah salah  satu

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama rangkaian kegiatan yang harus dilakukan
Bontang Kelas 1l merupakan Pengadilan Tingkat Pertama .
di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk

Indonesia dan hal ini juga merupakan tanggung jawab

untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan manifestasi dari evaluasi semua rangkalan

kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang yang telah dilakukan selama satu tahun
kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan
dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan anggaran. Kesemuanya harus terangkum

laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan dalam Laporan Kmerja Instansi Pemerintah

capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang Kelas Il dalam (LKij), selain sebagai bahan evaluasi dari
satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan rangkaian program yang telah dicanangkan
keberhasilan dan kegagalan tingkat Kkinerja yang . .
dicapainya. pada awal tahun anggaran juga sebagai

bahan pijakan dalam menyusun langkah-

langkah pada tahun berikutnya.

12



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Agama Bontang Kelas 11 adalah
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam penegakan
hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 49
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,
Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari’ah.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, Pengadilan Agama
Bontang Kelas Il juga diserahi tugas memberikan
keterangan, nasihat dan pertimbangan tentang hukum Islam
bagi instansi pemerintah yang memerlukan serta tugas-
tugas lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan
Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

: A\
v | IEs e
Memberikan pelayanan teknis yutisial dan
administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat
pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi;
Memberikan pelayanan dibidang administrasi
perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
serta administrasi peradilan lainnya;
Memberikan pelayanan administrasi umum kepada
semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama
(kepaniteraan dan kesekretariatan);
Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di
daerah hukumnya. Apabila diminta sebagaimana
diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahn 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama;
Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan
pertolongan pembagian harta peninggalan diluar
sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan
untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan
dan sebagainya;
Melaksanakan tugas penyelesaian  sengketa
ekonomi syariah sesuai dengan pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (yang telah
diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009);
Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam
penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah sesuai
dengan ketentuan Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun
2006;

Melaksanakan tugas pelayanan lain seperti
penunjukan hukum, pelayanan hukum terpadu dll

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut,
maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas
kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan,
administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial..



C.SISTEMATIKA
PENYAJIAN

BAB |
PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum
organisasi, dengan penekanan kepada .
aspek strategis organisasi serta G
permasalahan utama (strategic issue) NS
yang sedang dihadapi organisasi serta T !
sistematika penyajian; PN

BAB I Ve U & *ENGADIL}
PERENCANAAN KINERJA ' . .l-_‘ '
| JL AWANG LG
— . -

*

Pada bab ini diuraikan
ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan;

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran Kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sbasa&an strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
erikut :

Membandingkan realisasi
Membandingkan antara kinerja sampai dengan
Membandingkan antara realisasi kinerja serta tahun ini dengan target

target dan realisasi capaian kinerja tahun ini jangka menengah yang
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan terdapat dalam dokumen
beberapa tahun terakhir perencanaan strategis
organisasi

14




B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi
angﬂaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan
Kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV
PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan
umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan
Kinerjanya.

Analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan
atau
peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative
solusi yang telah
dilakukan

Analisis program/kegiatan
yang menunjang
keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja

Membandingkan realisasi
kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada)

Analisis atas efisiensi
penggunaan sumber daya

15
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PERENCANAAN
KINERJA

Reviu Rencana
Strategis Pengadilan Agama
Bontang Kelas Il Tahun
2020-2024 merupakan
komitmen bersama dalam
menetapkan kinerja dengan
yang

terencana dan terprogram

tahapan-tahapan

secara sistematis melalui

penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap
sistem kebijakan dan
peraturan perundang-

undangan untuk mencapai

efektifitas dan efesiensi.
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Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
« tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bontang Kelas Il diselaraskan dengan arah kebijakan dan
\' program Mahkamah Agung Rl yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
: telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi

~dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Terwujudnya
Pengadilan Agama Bontang Yang Agung

IWVIXSX

» 1. Menjaga mandirian Pengadilan
Agama Bon'
) Z. Memberikan pelayanan hukum yang

berkeadilan kepada pencari keadilang
S 3. Meningkatkan kualitas
kepemimpinan Pengadilan Agama
Bontang;
1| 4. Meningkatkan kredibilitas dan
transparansi Pengadilan Agama
Bontang;

 Terwujudnya
kepercayaan publik atas
layanan peradilan

« Terwujudnya dukungan
pelaksanaan tugas
pengadilan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
Pengadilan Agama Bontang 2021

<=
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Ke
Pe%ormance %
Indicator Q

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Pengadilan Agama Bontang Kelas Il telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dapat dilihat

sebagai berikut:
Tabel.2
Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama Indikator Kinerja

|

Terwujudnya Proses Peradilan a. Persentase sisa perkara perdata agama yang
yang Pasti, transparan dan diselesaikan

Akuntabel
b. Persentase perkara perdata agama yang

diselesaikan tepat waktu

c. Persentase putusan perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan
peninjauan kembali

d. Indeks responden kepuasan pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan

Meningkatnya Efektivitas a. Persentase salinan putusan perkara perdata
Pengelolaan Penyelesaian yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Perkara

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
setelah perkara diputus
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Meningkatnya Akses Peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan

. c. Persentase perkara permohonan (voluntair)
-

identitas hukum
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan bantuan hukum
(Posbakum)
"/~ Meningkatnya Kepatuhan Persentase putusan perkara perdata yang
Terhadap Putusan Pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi)

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021
Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang Kelas Il Tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel.3

Rencana Kinerja Tahun 2021

N SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
0 KINERJA KEGIATAN Rp

[ 1] 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya a. Persentase sisa 100% Dukungan Pembinaan Layanan 12
proses perkara yang manajemen dan administrasi Dukungan Layanan
peradilan yang diselesaikan Pelaksanaan dan Manajemen
pasti, tugas teknis pengelolaan Peradilan dan
trasparan dan lainnya MARI Keuangan BUA Layanan
akuntabel Perkantoran
b. Persentase perkara 98%
yang diselesaikan
tepat waktu
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Persentase perkara

yang tidak
mengajukan  upaya
hukum: banding,
kasasi dan

peninjauan kembali

. Indeks  responden

pencari keadilan yang
puas terhadap
layanan peradilan

Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Meningkatnya
akses
Peradilan
bagi
masyarakat

. Persentase isi

putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu

. Persentase perkara

yang diselesaikan
melalui mediasi

Persentase  berkas

perkara yang
dimohonkan banding,
kasasi dan

peninjauan  kembali
yang diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu

. persentase putusan

yang menarik
perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah)yang  dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari
sejak diputus

. Persentase perkara

prodeo yang
diselesaikan

Persentase perkara
yang diselesaikan
diluar gedung
pengadilan
Persentase perkara
permohonan
(voluntair) identitas
hukum

. Persentase pencari

keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum)
Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

98%

100%

100%

20%

100%

100%

100%

N/A

100%

100%

2%

Perkara di
lingkungan
Peradilan
Agama yang
diselesaikan
melalui
pembebasan
biaya perkara
Perkara
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Bantuan
pembebasan
biaya
perkara
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perkara
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D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya uang dikelola. Tujuan khusus perjanjian
kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai
wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran Pengadilan Agama Bontang Kelas Il, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja.

Tabel. 4

Sasaran Kinerja

2 3 4
Terwujudnya proses peradilan a Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
yang pasti, transparan dan i . .
akuntabel b Persentase perkara yang diselesaikan tepat 98%
waktu
c. Presentase perkara yang tidak mengajukan 98%
upaya hukum banding, kasasi dan
peninjauan kembali
d Index responden pencari keadilan yang puas  100%
terhadap layanan peradilan
Peningkatan efektivitas a Persentase isi putusan yang diterima oleh 100%
pengelolaan penyelesaian para pihak tepat waktu
perkara b Persentase perkara yang diselesaikan 20%
melalui mediasi
c Persentase berkas perkara yang 100%

dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu

d Persentase putusan yang menarik 100%
perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
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Meningkatnya akses peradilan  a

bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan b

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan

yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus

Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan

Persentase perkara permohonan (voluntair)
identitas hukum

Persentase pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bontang adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/k

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertu
perencanaan strategis.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Bonta "
sistematis

dan berkesinambungan untuk menilai

*ENGADILAN AGAMA RONTANG

4 KLAS Ii
JLAWANG LONG NO 8STLP 0542—23001
\ o;f'-:, e = e ——
[~ f -i -

. &
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Tabel.5

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2021

\[e}

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

a. Persentase sisa

perkara Perdata agama
yang diselesaikan

Target

100%

Realisasi

100%

Capaian

100%

b. Persentase perkara

perdata agama yang
diselesaikan tepat

97%

99,5%

102,6%

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

c. Persentase Putusan
Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :

e Banding
o Kasasi
e PK

98%

99,65%

101,7%

d. Index Kepuasan
Pencari Keadilan

90%

90,71%

100,79%

a. Persentase salinan
putusan perkara
perdata yang diterima
oleh para pihak tepat
waktu

80%

100%

125%

b. Persentase Perkara
yang diselesaikan

40%

32%

80%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian

Perkara

c. Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

100%

100%

100%

d. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
perkara diputus

100%

0%

0%
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

a. Persentase perkara 100% 100% 100%
prodeo yang

b. Persentase perkara
_ yang diselesaikan di luar
Meningkatnya akses gedung pengadilan

100% 100% 100%

peradilan bagi | c.Persentase perkara
permohonan (volunteer)
identitas hukum

100% 100% 100%
masyarakat  miskin

dan terpinggirkan d. Persentase pencatri

keadilan golongan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum
(Posbakum)

100% 100% 100%

Meningkatnya Persentase putusan
kepatuhan terhadap perkara perdata yang 5% 100% 2000%

putusan pengadilan ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang tahun 2021,
dilakukan dengan metode perbandingan antara target pencapaian indikator kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang

telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Realisasi
[ = 0,
Capaian Target x 100 %
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Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran
strategis :

Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel.6
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(M Terwujudnya Proses |a. Persentase sisa

100%
Peradilan yang Pasti, perkara perdata agama ’ 100% 100%
Transparan dan yang diselesaikan
Akuntabel b. Persentase perkara

97% 0 .
perdata agama yang ° 99,5% 102,6%

diselesaikan tepat
c. Persentase Putusan
Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum : 98% 99,65% | 101,7%
e Banding
o Kasasi
e PK

d. Index Kepuasan
Pencari Keadilan 90% | 90,71% | 100,79%

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 101,27%

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mengukur keberhasilan Pengadilan
Agama Bontang dalam pelaksanaan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:
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Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1. Persentase sisa perkara Perdata agama yang diselesaikan.

e Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan adalah perbandingan
antara jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan dengan jumlah sisa

perkara perdata agama yang harus diselesaikan.

¢ Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di Tahun
2021.

e Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan
dilakukan;
Tabel 7
Persentase Sisa Perkara perkara perdata agama yang diselesaikan

Capaian
2019 2020 2021

Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase sisa perkara

perdata agama yang 100% 100% 100% | 100% 100%
diselesaikan
Grafik. 1
Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2019-
2021

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan

100% 100% 100% 100% mﬁ;g;g

REALISASI

0 Tahun 2019

1 00 /0 Tahun 2020
Tahun 2021

CAPAIAN
0, Tahun 2019
1 DO /D Tahun 2020
Tahun 2021

TARGET JSSEEY = REALISASI
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Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1
Persentase Sisa Perkara perdata agama Yang Diselesaikan

e Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya
e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus

diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Gambar.1

Persidanaan di Penaadilan Aaama Bontana

" i
. ‘

%
% |
g‘:" XA
PR

Jenis Sisa Perkara Sisa Perkara

Tahun Perkara Yang Yang Harus Target Realisasi Capaian
Diselesaikan  Diselesaikan

Cerai Talak 2 2 100% 100% 100%

Cerai Gugat 1 1 100% 100% 100%

2021 Harta 1 1 100% | 100% 100%
Bersama

Kewarisan 1 1 100% 100% 100%

Cerai Talak 4 4 100% 100% 100%

2020 Cerai Gugat 5 5 100% 100% 100%
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Harta 1 1 100% | 100% 100%
Bersama
Penguasaan 1 1 100% | 100% 100%
anak
Kewarisan 1 1 100% 100% 100%
Cerai Talak 10 10 100% 100% 100%
Cerai Gugat 34 34 100% 100% 100%
2019 | Pengesahan 3 3 100% | 100% 100%
Nikah
Kewarisan 1 1 100% 100% 100%

Sisa perkara Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2020 adalah sebanyak 12

perkara, dari seluruh jumlah sisa perkara tersebut telah diselesaikan semuanya di

Tahun 2021, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang

diselesaikan Tahun 2021 sebesar 100%;

Tingkat capaian kinerja pada indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan

pada tahun 2021 telah memenuhi target yang telah dicanangkan sebelumnya yakni

tercapai 100%;

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Agama Bontang selalu mencapai target

penyelesaian perkara;

Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam menyukseskan

ketercapaian target penyelesaian sisa perkara (100 %) tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM khususnya Hakim dan tenaga tehnis lainnya dengan
cara mengikutsertakan ke dalam pelatihan-pelatihan teknis peradilan;

2. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan diskusi hukum dan Diklat di
Tempat Kerja (DDTK) serta eksaminasi berkas perkara;

3. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga pemerintah terkait pemberian ijin
perceraian bagi PNS, TNI dan POLRI;

4. Optimalisasi proses persidangan dengan efesiensi penundaaan proses
persidangan;

5. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi blangko terpadu/ aplikasi

pendukung SIPP; (Analisa tercapai atau tidak tercapai).:
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Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2
Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat
waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan;

e Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka
waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5
(lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang
masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun
berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun
berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya
sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya;

e Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka
waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

sebagaimana tersebut di atas.

- "
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Tabel.9

Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara

Perkara

PJGEIS Yang Di \l(ang.k Target Realisasi Capaian
erkara Diselesaikan iselesaikan
Tepat Waktu
Cerai Talak 114 114
Cerai Gugat 363 362
Harta 13 12
Bersama
A
sal usul 1 1
anak
Dlspgnsa3| 57 57
2021 Nikah 97% 99,5% 102,6%
Kewarisan 3 2
P3HP 27 27
Izin
Poligami 4 4
Perwalian 9 9
Hadhanah 1 1
Itsbat Nikah 62 62
Cerai Talak 120 119
Cerai Gugat 350 349
Harta 5 ”
Bersama
Pengasuhan
Anak 4 4
2020 | Asalusul 8 8 97% 99% 102%
anak
Itsbat Nikah 57 57
Dlspen§a3| 72 72
Kawin
Wali Adhol 1 1
Waris 3 2
P3HP 7 3
Cerai Talak 148 139
Cerai Gugat 327 317
2019 Harta 7 5 97% | 96,2% 99,1%
Bersama
Asal usul 12 12
anak
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Itsbat Nikah 79 79
Dispensasi
nikah 29 29
Waris 1 1
P3HP 4 4
Lain-lain 11 2
Grafik. 2

Persentase Target dan Realisasi
Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

e Perkara yang diselesaikan tepat waktu atau diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan
oleh Pengadilan Agama Bontang di tahun 2021 adalah sebanyak 658 perkara,
sedang perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 661 perkara. Sehingga
realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 99,5%,
telah melampaui memenuhi target yang telah dicanangkan sebelumnya;

e Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
pada tahun 2021 adalah sebesar 102,6%;

e Capaian pada tahun 2021 meningkat 0,6% jika dibandingkan dengan periode tahun
2020, hal ini disebabkan karena beberapa optimalisasi penyelesaian perkara yang
telah dilakukan;
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e Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam menyukseskan
ketercapaian target perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah
sebagai berikut:

1. Optimalisasi proses dan tahapan persidangan;

2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya;

3. Optimalisasi penerimaan dan penyelesaian perkara melalui e-court dan e-litigasi;
4. Meningkatkan kualitas SDM Hakim, dengan mengadakan diskusi Hakim, serta

mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan teknis;

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 10

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara Perkara Yang
Tahun PPel:i:S;a M erI;aa:; 8 kan Megglyi?;kan Target Realisasi Capaian
Banding Banding
2021 668 5 663 98% 99.25% 101,3%
2020 665 4 661 98% 99,4% 101,4%
2019 649 6 643 98% 99,1% 101,1%
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Grafik.3

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

CAPAIAN

2019 :  101.1% ,f‘

i ] 2020 ; 101.4%
? i

e Pada Tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah
sebanyak 663 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 668 perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar
0,75%, maka capaiannya adalah sebesar 99,25%;

e Tingkat realisasi target pada indikator persentase jumlah perkara yang tidak
mengajukan banding pada tahun 2021 telah melebihi target yang telah
dicanangkan sebelumnya (98%) yakni tercapai 99,25%, karenanya capaian
kinerja yang diperoleh adalah sebesar 101,3%;

e Terdapat penurunan Capaian Kinerja sebesar 0,1% jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah perkara
kebendaan pada tahun 2021;

e Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Bontang
dalam menyukseskan target persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan
banding pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu layanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Bontang
melalui peningkatan kualitas SDM Hakim dengan cara DDTK, diskusi hukum

dan eksaminasi berkas perkara;
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2. Peningkatan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel.11
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara Yang
Tidak

~ Perkara Yang

Perkara Mengajukan

Tahun PUtUS Kasasi e Target Realisasi Capaian
Kasasi
2021 668 666 98% 99,7% 101,7%
2020 665 664 98% 99,8% 101,8%
2019 649 646 98% 99,5% 101,5%
Grafik.4

Persentase Capaian Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

©

2019

101,8%

4

2021

2020

Pada Tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah
sebanyak 666 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 668 perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah
sebesar 99,7%, maka capaiannya adalah sebesar 101,7%. Jumlah ini sedikit

=
r
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menurun dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena

peningkatan jumlah perkara kebendaan pada tahun 2021;

e Tingkat capaian kinerja pada indikator persentase jumlah perkara yang tidak
mengajukan kasasi pada tahun 2021 telah melebihi target yang telah
dicanangkan sebelumnya (98%), yakni tercapai 99,7%;

e Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam menyukseskan
target persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2021
adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu layanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Bontang
melalui peningkatan kualitas SDM Hakim dengan cara DDTK, diskusi hukum
dan eksaminasi berkas perkara;

2. Peningkatan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang

sudah diputus.

Tabel. 12
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Perkara Yang

perkara Perkara Yang fidak Target Realisasi Capaian
Putus Mengajukan PK Mengajukan g P
| | PK
2021 668 - 668 98% 100% 102%
2020 665 1 664 98% 99,8% 101,8%
2019 649 2 647 98% 99,7% 101,7%
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Grafik. 5

Perkara Yang Tidak Mengajukan PK
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Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali

adalah sebanyak O perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 668

perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan

kembali adalah sebesar 100 %, dan capaian ini meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya,;

Tingkat capaian kinerja pada indikator persentase jumlah perkara yang tidak

mengajukan peninjauan kembali pada tahun 2021 telah melebihi target yang

telah dicanangkan sebelumnya yakni tercapai 100%;

Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam mencapai target

persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali pada

tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu layanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Bontang
melalui peningkatan kualitas SDM Hakim dengan cara DDTK, diskusi hukum
dan eksaminasi berkas perkara;

2. Peningkatan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi.

9
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Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

e Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei
kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan
pengadilan di PA Bontang.

e Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval
IKM Index harus 2 80.

Tabel.13
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

2021 258 90% 90,71% 100,79%
2020 250 90% 89,01% 98,9%
2019 250 90% 88,58% 98,42%
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Grafik.6
Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2021
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Tabel.14
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2021

Unsur Pelayanan

105%

Nilai Unsur

Pelayanan

1 Kesesuaian persyaratan pelayanan 3,71
2 Kemudahan prosedur pelayanan 3,68
3 Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan 3,70
4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 2,92
5 Kesesuaian produk pelayanan 3,84
6 Kompetensi/kemampuan petugas 3,71
7 Perilaku petugas pelayanan 3,76
8 Kualitas sarana dan prasarana 3,69
9 Penanganan pengaduan pengguna layanan 3,66
Nilai Index Kepuasan Layanan 3,63/ 90,71

Survey tersebut dilaksanakan pada area pelayanan di Pengadilan Agama Bontang
yaitu pada Pelayanan Perkara, Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan. Adapun
Responden yang disurvey adalah berjumlah 258 orang hal ini telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birrokrasi
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Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

e Berdasarkan hasil survey tersebut, Pengadilan Agama Bontang berhasil meraih nilai
Index Kepuasan Pelayanan pada skala 4 adalah sebesar 3,63 atau 90,71.

e Seluruh unsur penilaian survey memperoleh nilai yang cukup memuaskan, namun
dari keseluruhan unsur, unsur Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan mendapat nilai
lebih rendah dibandingkan dengan unsur lainnya, hal ini disebabkan belum
optimalnya sosialisasi panjar biaya perkara yang ada di Pengadilan Agama Bontang;

e Terdapat peningkatan capaian Kinerja sebesar 1,89% dibandingkan tahun 2020, hal
ini dikarenakan adanya kenaikan realisasi capaian pada tahun 2021 dibandingkan
dengan tahun 2020;

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

Tabel.15
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase salinan putusan
perkara perdata yang

0, 0, 0, 0, 0,

diserahkan kepada para pihak 80% 100% 125% 125% 125%
tepat waktu
Persentase perkarayang 40% 32% 80% 19,25% 10%
diselesaikan melalui mediasi
Persentase berkas perkara

imohonkan Bandi
yang dimohonkan Banding, 100% 100% 100% 100% 100%

Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu

Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian 100% 0% 0% . 0% 100%
masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam
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waktu 1 hari setelah perkara
diputus

Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara

76,25%

61,1%

83,75%

Grafik. 7

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019-2021
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Sasaran 2 Indikator ke 1
Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak

tepat waktu

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang diterima

oleh para pihak dibandingkan dengan jumlah putusan pada tahun 2021;

Tabel.16 Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Diterima Para Pihak Tahun 2019-

2021
Jumlah perkara Salinan Putusan perkara
LELTT] erdata :fn PULUS perdata Yang Diterima para Target Realisasi Capaian
P yang ‘ pihak tepat waktu
2021 668 668 80% 100% 125%
2020 665 665 80% 100% 125%
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2019 649 649 80% 100% 125%

Grafik.8

Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Diterima Para Pihak

2019
@ Capaian sebesar 125% dari Target sebesar 80%

dan Terealisasi sebesar 100%.

2020
125% Capaian sebesar 125% dari Target sebesar 30%

2021

putusan yang diterima oleh para pihak adalah sebanyak 668 perkara, sehingga

realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 125%;

waktu pada tahun 2021 telah memenuhi target yang telah dicanangkan sebelumnya;

salinan putusan yang diterima oleh para pihak pada tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Penyempurnaan SOP penyampaian salinan putusan dan perbaikan kinerja

secara berkesinambungan,;

2. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyampaian salinan putusan dan

penetapan dilakukan secara berkala;
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Sasaran 2 Indikator ke 2
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan

melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

e Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke

pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan

pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

Mediasi, kecuali:

1.

sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu

penyelesaiannya meliputi antara lain:

a.
b.

~ ® 2 o

= @

sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;

sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan
Industrial;

keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
permohonan pembatalan putusan arbitrase;

keberatan atas putusan Komisi Informasi;

penyelesaian perselisihan partai politik;

sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang

waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau

tergugat yang telah dipanggil secara patut;

gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara

(intervensi);
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4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan
perkawinan;

5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar
pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar

di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan

yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel. 17 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2021

Perkara Yang Perkara Yang
LELUT Dilakukan Mediasi Diselesaikan Melalui  Target Realisasi Capaian
Mediasi
2021 99 32 40% 32% 80%
2020 91 7 40% 7,7% 19,25%
2019 100 4 40% 4% 10%
Grafik.

~ Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
Pengadilan Agama Bontang 2021 : 46




Grafik. 9 Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

2019 2020

Capaian sebesar 10% dari target Capaian sebesar 19,25% dari target
sebesar 40% dan terealisasi sebesar sebesar 40% dan terealisasi sebesar
4% 7.7%

2021

Capaian sebesar 80% dari target
sebesar 40% dan terealisasi sebesar
32%

e Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 99
perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 32
perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 32%, dengan capaian 80
%;

e Tingkat capaian kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi pada tahun 2021 belum mememuhi/mencapai target yang telah dicanangkan
sebelumnya (40%), yakni baru tercapai 32%. Adapun alasan ketidaktercapaian
penyelesaian perkara melalui mediasi ini adalah karena kondisi pandemi covid 19
yang menyebabkan tidak efektifnya pertemuan dalam pelaksanaan mediasi, namun
penyelesaian perkara melalui mediasi ini meningkat jika dibandingkan dengan
periode tahun sebelumnya yang hanya tercapai 7,7%;

e Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam peningkatan capaian
penyelesaian perkara melalui mediasi untuk tahun berikutnya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu pelayanan mediasi dengan adanya mediator yang handal

dan kompeten dibidangnya;
Mengusulkan diklat mediator bagi Hakim yang belum tersertifikasi;
3. Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi

diantara para pihak;
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4. Menunjuk mediator yang mampu menciptakan forum perundingan untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan

para mediator.

Sasaran 2 Indikator ke 3
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara
Lengkap Dan Tepat Waktu

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah
perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK;

e Berkas perkara yang disebut lengkap adalah berkas yang telah memenuhi syarat-
syarat formal dan syarat administratif dalam pengajuan upaya hukum banding, kasasi
dan PK;

e Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah jangka waktu pemenuhan seluruh
dokumen dan pengirimas berkas perkara banding, kasasi dan PK harus memenubhi

ketentuan yang berlaku;

Tabel. 18 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap
Dan Tepat Waktu Tahun 2019-2021

Berkas Perkara

Berkas Perkara Yang Dimohonkan
Yang Dimohonkan Banding, Kasasi .. .
LELTT]] Banding, Kasasi Dan PK Secara Target Realisasi  Capaian
Dan PK Lengkap Dan Tepat
Waktu
2021 9 9 100% 100% 100%
2020 5 5 100% 100% 100%
2019 6 6 100% 100% 100%

e Pada tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah
sebanyak 9 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 9 perkara, maka realisasinya

adalah sebesar 100 % dan capaiannya adalah 100%;
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e Capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021
adalah telah memenuhi target yang telah dicanangkan sebelumnya (100%);

e Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam mencapai target
pemenuhan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sub bagian kepaniteraan dengan
pelaksanaan DDTK;

2. Selalu mengupdate aturan-aturan terbaru terkait pemenuhan berkas perkara
yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu;

3. Peningkatkan pengawasan dan pembinaan;

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat;

Tabel.19
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

2021 0 0 100% 0% 0%
2020 0 0 100% 0% 0%
2019 1 1 100% 100% 100%

—
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
Pengadilan Agama Bontang 2021 }
<=7

O



e Tahun 2021 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah
sebanyak 0 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak O
perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0 %;

e Bahwa meskipun pada tahun 2021 tidak ada perkara yang menarik perhatian
masyarakat namun Pengadilan Agama Bontang telah memiliki SDM/ Hakim yang

telah tersertifikasi sebagai Hakim ekonomi Syariah;

Sasaran 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

Tabel.20
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Persentase perkara prodeo

100% 100% 100% | 100%

yang diselesaikan 100%
Persentase perkara yang
diselesaikan di luar gedung 100% 100% 100% 0% 0%

pengadilan

Persentase perkara
permohonan (volunteer) 100% 100% 100% 100% | 100%
identitas hukum

Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 100% | 100%

- — ——
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Grafik. 10
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Tahun 2019-2021
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Sasaran 3 Indikator ke 1
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang
diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima;

e Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat
mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan:
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) vyang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan
Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan
Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin
dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang

berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu;
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Permohonan pembebasan biaya perkara juga dapat
digjukan berdasar hasil penginputan data pada Aplikasi

Basis Data Terpadu Kemiskinan Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama RI;

Layanan pembebasan biaya perkara
diberikan sepanjang ketersediaan anggaran
di Pengadilan dan berlaku pada tingkat
pertama, tingkat banding, tingkat kasasi,
peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di
luar gedung Pengadilan serta Posbakum

Pengadilan;

Tabel.21 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Jumlah Jumlah Perkara
Perkara Prodeo Yang Realisasi Capaian
Prodeo Diselesaikan
2021 12 12 100% 100% 100%
2020 8 100% 100% 100%
2019 7 100% 100% 100%
Grafik.11

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

TARGET
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Tahun 2021 jumlah perkara prodeo sebanyak 12 perkara dan yang diselesaikan

adalah sebanyak 12 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan

capaiannya 100%;

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara prodeo pada tahun 2021

adalah telah memenuhi target yang telah dicanangkan sebelumnya (100%);

Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam mencapai target

penyelesaian perkara prodeo adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi proses dan tahapan persidangan;

2. Optimlisasi Aplikasi basis data kemiskinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama;

3. Meningkatkan kualitas SDM Hakim dan tenaga tehnis lainnya melalui DDTK,
Dskusi Hukum dan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan;

4. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukung SIPP;

Sasaran 3 Indikator ke 2
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di
luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar
gedung pengadilan;

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang
pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah

masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena

hambatan biaya, fisik atau geografis.

Gambar.2

Persidangan itsbat
nikah di kantor
kelurahan



Tabel.22 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara Yang
Seharusnya
Diselesaikan Di Luar
Gedung Pengadilan

Tahun

Jumlah Perkara Yang

Diselesaikan Di Luar Gedung
Pengadilan

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

2019

2020

B TARGET m REALISASI

1y

2021

I CAPAIAN

CAPAIAN

REALISASI

2021 9 9 100% 100% 100%

2020 - - 100% 0% 0%

2019 - - 100% 0% 0%
Grafik. 12

Tahun 2021 jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan

sebanyak 9 perkara dan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung

Pengadilan adalah sebanyak 9 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan

capaiannya 100%;

Capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

Pengadilan pada tahun 2021 adalah telah memenuhi target yang telah dicanangkan

sebelumnya (100%);
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e Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam mencapai target

perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menginvetarisir perkara-perkara dengan cermat untuk dapat diselesaikan dalam
persidangan di luar gedung;

2. Meningkatkan pelayanan, dengan koordinasi lebih intensif dengan pejabat terkait
tempat pelaksanaan pelayanan di luar Gedung Pengadilan;

3. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Hakim dan Panitera Pengganti,
sehingga dalam pelaksanakan proses persidangan diluar gedung berjalan

dengan lancar.

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah permohonan (volunteer)
identitas hukum dengan jumlah perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

yang diselesaikan.

Tabel.23 Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

jumlah perkara

permohonan . ) .. .
LEL T (volunteer) identitas hukum  Target Realisasi Capaian
(volunteer)

jumlah perkara permohonan

yang diselesaikan

identitas hukum

2021 158 158 100% 100% 100%
2020 128 128 100% 100% 100%
2019 144 144 100% 100% 100%

e Tahun 2021 jumlah perkara permohonan (volunteer) identitas hukum sebanyak 158
perkara dan jumlah perkara perkara permohonan (volunteer) identitas hukum adalah
sebanyak 158 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya
100%;
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e Capaian indikator kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas
Hukum tahun 2021 telah memenuhi target yang telah dicanangkan sebelumnya
(100%);

e Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam mencapai target
Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi proses dan tahapan persidangan Perkara Permohonan (Voluntair);
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Apartur baik dalam segi teknis maupun
administratif;

Sasaran 3 Indikator ke 4

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan
golongan tertentu.

e Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu
secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum
yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan

bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Gambar.3

Posbakum di
Pengadilan Agama
Bontang

POSBAKUM
POS BANTUAN HUKUM
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Tabel. 24

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan
Golongan Tertentu Yang

Jumlah Pencari

LEL U Keadilan Golongan Target Realisasi Capaian
Mendapat Layanan Bantuan
Tertentu
Hukum
2021 670 670 100% 100% 100%
2020 590 590 100% 100% 100%
2019 604 604 100% 100% 100%

e Tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 670 perkara dan
yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 670 perkara, maka
realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%;

e Capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2021 telah memenuhi target
yang telah dicanangkan sebelumnya (100%);

e Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam mencapai target
Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Lembaga Bantuan Hukum dipilih melalui pengadaan langsung, yang
dilaksanakan pada awal tahun anggaran;

2. Dalam pemilihan Lembaga Bantuan Hukum, dipilih LBH yang sudah terakreditasi
dan memiliki tenaga hukum / staf yang sudah kompeten dibidangnya;

3. Evaluasi secara berkala yang hasilnya sangat meringankan beban pencari
keadilan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampui;

Sasaran 4 : Meningkatnya  Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang telah dieksekusi
dengan jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2021.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
Pengadilan Agama Bontang 2021 )
<=y

\l



Tabel.25
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase  putusan perkara
perdata yang  ditindaklanjuti 5% 100% 2000% 2000% 0%
(dieksekusi)

Grafik. 13
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan PengadilanTahun 2019-2021
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e Tahun 2021 jumlah permohonon eksekusi yang masuk dan terdaftar pada
Pengadilan Agama Bontang adalah sebanyak 3 permohonan dan seluruh
permohonan eksekusi tersebut mampu diselesaikan, maka realisasinya adalah
sebesar 100%;

e Capaian indikator kinerja putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
tahun 2021 telah melampaui target yang telah dicanangkan sebelumnya yakni
tercapai 2000%;

4
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e Adapun langkah-langkah maupun kebijakan pimpinan dalam mencapai target
Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kekeluargaan dalam pelaksanaan aanmaning maupun
eksekusi;
2. Melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait (KPKNL

dan Kepolisian);

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil,
maka diperlukan adanya progam kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output.
Program kerja Pengadilan Agama Bontang adalah melaksanakan program kerja yang
telah ditetapkan oleh unit eselon | Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja
yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bontang, antara lain sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas didukung dengan anggaran yang telah direncanakan
dalam DIPA Pengadilan Agama Bontang tahun 2021. Sehingga program kerja tersebut
harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran
dengan hasil outcome maupun outputnya.

Manajemen anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia
diatur melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan
evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang
diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja,
baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (Kementerian/ Lembaga),
yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam

program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
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Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Bontang mendapat 2 DIPA sebagai sumber
penganggaran yaitu anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang berkaitan
dengan pelaksanaan operasional perkantoran dan DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama sebagai sumber penganggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bontang.

» DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Bontang Tahun 2021 adalah sebesar
Rp. 3.021.185.000,00 namun dalam perjalanan mengalami revisi/ penambahan
angaran sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 3.105.797.000,00 Realisasi anggaran
Pengadilan Agama Bontang per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp.
3.052.292.387,00 atau sebesar 98,28%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya
persentasi realisasi anggaran Pengadilan Agama Bontang pada Tahun 2021

mengalami Peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut:

Tabel.26 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01

Belanja Pegawai 2.055.702.000 2.054.499.658 99.94%

Belanja Barang 1.012.595.000 960.292.729 94.83%

Belanja Modal 37.500.000 37.500.000 100%

Total 3.105.797.000 3.052.292.387 98,28%
Grafik.14

Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01

BELANJA PEGAWAI BELAN.JA BARANG BELAN.JA MODAL TOTAL
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a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya

Pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan bagi para Pegawai, merupakan
kegiatan yang dilaksanakan guna terselenggaranya kegiatan tupoksi khususnya
bagi Pengadilan Agama Bontang yang pada akhirnya memberikan manfaat
terhadap kebutuhan ekonomi para pegawai serta memberikan kemudahan
dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan pegawai, yang akan berdampak
kepada etos kerja dan semangat pegawai untuk menyelesaikan tugas pokok dan
fungsi masing-masing dalam mendukung tercapainya target yang telah
ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) serta terlaksananya rencana-
rencana strategis Pengadilan Agama Bontang. Adapun anggaran yang
dialokasikan pada Program tersebut adalah sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan Uang Makan. Jumlah
Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp. 2.055.702.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 2.054.499.658,00 atau sebesar 99.94% dan sisa
anggaran sebesar Rp. 1.202.342,00.
2) Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang
habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Anggaran Belanja Barang Tahun 2021
sebesar Rp.1.012.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 960.292.729,00
atau sebesar 94.83% dan sisa anggaran sebesar Rp. 52.302.271,00.
Adapun kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran pada tahun ini
adalah disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih cukup tinggi
yang mengakibatkan beberapa perencanaan penyerapan anggaran tidak

berjalan secara optimal.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pelaksanaan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
dirasakan sangat penting untuk memenuhi fasilitas dalam penyelenggaraan

operasional perkantoran yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna
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terselenggaranya kegiatan tupoksi khususnya bagi Pengadilan Agama Bontang
yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada para pegawai dan Negara
untuk melaksanakan, menyelenggarakan dan meningkatan pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama
Bontang.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan
modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Anggaran belanja
modal tahun 2021 adalah sebesar Rp. 37.500.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 37.500.000,00 atau sebesar 100%.

DIPA 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

DIPA 04 bersumber dari APBN melalui Direktorat Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI yang sepenuh diperuntukan untuk tugas, pokok, dan fungsi
peradilan khususnya Pengadilan Agama Bontang.

Program yang terdapat pada anggaran ini adalah Peningkataan Manajemen
Peradilan Agama dengan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya anggaran ini indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat
tercapai secara maksimal dan sesuai dengan sasaran dan target yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran pada tahun ini
adalah disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih cukup tinggi
yang mengakibatkan beberapa perencanaan penyerapan anggaran tidak
berjalan secara optimal.

Tabel. 27 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04

Belanja Barang 47.000.000 47.000.000 100%

Peruntukan anggaran ini antara lain untuk Kegiatan operasional Pos Bantuan
Hukum (POSBAKUM) dan pembiayaan perkara Prodeo. Dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp.47.000.000,00 dan realisasi Rp. 47.000.000,00 atau sebesar 100%.
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Tabel.28 Capaian Anggaran Periode 2019-2021

1 2021 3.105.797.000 3.052.292.387 98,28%

2 2020 2.902.911.000 2.717.727.486 93.63%

3 2019 2.610.319.000 2.589.304.004 99.19%
Grafik.15

Capaian Anggaran Periode 2019-2021

98 28% 99.19%

93,63%

98,28 93,63%

2021 2020 | 2019
9828% | 9363% | 99.1%%

2021

Target: Rp3.105.797.000
Realisasi : Rp3.052.292.387

2020:

Target: Rp2.902.911.000
Realisasi: Rp2.717.727.486
2019:

Target: Rp2.610.319.000
Realisasi: Rp2.589.304.004
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Saran

Sesuai  dengan  Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014
dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 12 tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka
disarankan tindak lanjut sebagai
berikut :

1. Evaluasi SAKIP

Perlu dilakukan suatu evaluasi
implementasi  SAKIP. Evaluasi ini
diharapkan dapat mendorong instansi
pemerintah di pusat dan daerah untuk
secara konsisten meningkatkan
SAKIP-nya dan

mewujudkan capaian kinerja (hasil)

implementasi

instansinya sesuai yang diamanahkan
dalam RPJMN/RPJMD.
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2. Soslalisasi SAKIP

Pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang SAKIP dan

ﬂﬂ MA BONTMIG '-_.'jfj= B
.‘ - l . 7‘_._. ¥
- | =

LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan

Agama maupun empat lingkungan
Peradilan di daerah hendaknya tersendiri.

—— Mengingat kenyataan tugas pokok dan

Wi

ruang lingkup pekerjaannya berbeda
dengan instansi lainnya. Dengan demikian
pelaksanaan sosialisasinya akan lebih
efektif dan efisien serta dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang direncanakan

sebagaimana mestinya.

“~ ! il " >.
|

AAM‘[\ RONTANG -l 3. SDM & SARPRAS
KLAS Il

G No GOTLP 0548=23001 ’ non teknis di Pengadilan Agama Bontang

yang diimbangi dengan kualitas menurut

Perlu penambahan personil terutama tenaga

bidang masing-masing. Perlu penambahan
fasilitas serta sarana dan prasarana kantor
untuk menunjang efektifitas kinerja pada

Pengadilan Agama Bontang.
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